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3. LAMPIRAN KEBIJAKAN

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
HOMOR B TAHUN 007

TENTANG
PEDOMAN PFENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 (1) dan Pasal 9%
fund a Peraturan Pemesintah Momar 72 Tahun 2005 tentang Desa dan
Pasal 23 ayat (1) Perabran Pemerintah Momor T3 Tahun 2008 ientang

Kelurshan periu menetapkan Peraturan Menieri Dalam Neger ientang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatam;

: 1. Undang:-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Masonal (Lembaran Megara Republic Indonesia
Tahun 20304 Momor 104, Tambahan Lembaran Republk Indonesia
Negara Momor 4421 ¢

2. Undang:Undang Momaor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinahan Daerah
[Lembaran Megara Republic indonesia Tahun 2004 Momor 128,
Tambahan Lembaran Megara Repubiik Indonesia Momor 4437
ssbagaimana ielah diubah dengan Undang-Undang Momor 8 Tabun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Momor 3 Tahun 3005
fentang Pesubahan fAtas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004
fentang Pemerintahan Caerah Menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahun 2005 Momor 108, Tambahan
Lemiaran Megara Republik indonesa Mamor 4548

3 Pemturan Pemenntzh Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
[Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2006 Momor 158,
Tambaihan Lembaran Megara Repubbk Indonesia Momor 46877;

4. Peraturan Pemerntah Momor 73 Tahun 2006 tentng Kelurahan

[Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2006 Momor 158,
Tambahan Lembaran Megara Repubbk Indonesia Momor 4688];

§. Peraturan Pemeriniah Momor 79 Tahun 2308 tentang Pembinaan dan

Pengawasan (Lembaran Msgara Republk Indonesia Tahun 2005
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar

4553

6. Peraturan Menter Sosial Nomor BAHUK Tahun 30058 ientang
Pedoman Dasar Karang Taruna;

T. Keputusan Menter Dalam Megeri Momor 83 Tahum 2000 ientang
Gerakan Pemberdayaan dan Kessjahteraan Keluarga;

8. Keputusan Menteri Dalam Negerd Momor 130 Tabun 2003 tentang
Crganisasi dan Tata Kerja Depariemen Dalam Megesi;
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI DALAM MEGER|I TEWTANG PEDOMAN
PENATAAN LEMBAGH KEMASYARMKATAN.
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BAB |
KETENTUAN LUMLM

Pasal 1

Cialam Peraturan Menten ini yang dimaksud dengan:

1.

12,

Lemibaga Kemasyarakatan atau yang disebul dengan nama lain adalah lemiaga yang
dibenhss ok=h masyarakat sesusal dengan kebutuhan dan menpakan mitra Pemernntah
Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebul desa, adalzh kesahsan
m::.umhf flil-.l.lﬂ yang memiik balas-batas wiayah yang bersenang wniuk
mengatur dan mengunes kepentingan masyarakal setempat, berdazarkan asal-usul
dan adat isSadat setempat yang diaku dan dihormati dalam ssiem Pemerntahan
Hepgara Kesahsan Republik indonesia.

Kelurahan adalah wilayah ketja lurah sebagai perangiat daerah kabupatenkota dalam
wilayah kera kecamatan.
Pemennizhan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerinizhan deh Pemenntah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam atur dan mengunes
masyarakal selempat berdasarkan asal usul "ﬁ‘l istiadat selempat yang :irﬂun
dan diharmati dalam sisiem pemerintzhan Negara Kesstuan Republk indonesia.

Pemennizh Desa atau yang dissbut dengan nama lan adaiah Kepala Desa dan
Peranpkat Desa sebagai unsur penyelenggama pemesiniahian dess.

Parisipasi adalah keiksiseriaan dan keferlibalan masyarakal secara akiif calam
PIoSes penencansan pembangunan.

Pembangunan adalah upaya unhuk melakikan proses perubahan sosial ke arah yang
letih baik bagi kepentingan masyarakal di ==gala bidang baik 4 desa moupun
kelurshan.

Peraluran Desa adalah peratran perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Desa bersama Kapala Desa.

Rukun Warga, uniuk selanjuinya disingkat AW atau sebutan lainnya adalah bagian
dari kerja lurah dan merupakan lembaga ditesniuk medaku musyavwanah LU
RT mllph ketjanya yang dilelapian h Desa atau Lurah. P

Rukun Tetangga, uniuk selanjulrya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga
yang dibeniuk mefalui musyawarsh masyarakal selempat dalam rangka pelayanan
pemenntahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemenntah Desa atau Lurah.

Tim Penggerak Pemberd dan ahteraan Keluarga DesaKelurahan, uniuk
sshnjuinya disebut TR Dﬂiﬂ“ﬂhﬂmrll‘_‘l acdalzh lembaga kemasyarakatan
sshagel miva kefa pemeriniah dan organisasi kemasyarkatan (ainnya, yang
berfungsi sebagai fasiitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggesak pada
masing-masing jenjang pemenniahan untuk terlaksananya program PRE

Gerakan Pemberdayaan dan Kessjahteraan Keluarga, untuk selanjuirya disingleat
Gerakan PKK, adalah Gerakan Masional dalam pembangunan masyarakat yang
lurrbuh dan bl'llh yang pengelolaannya dan, oleh dan unhuk masyarakat menuju

m beriman dan berlagwa kepada Tuban Yang Maha Esa,
I.ﬂ:rlhllk mulia dan luhur, s=hat sejahiera, maju dan mandin, kesetaraan dan

k=adilan pender s=a kesadaran hukum dan lingkungan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, uniuk selnpuinga disngeat LKMD atau
Les Pamberd n Masyvarakal, wnluk disin LP& adalah
Lﬂ'mm atau uﬂdl:rm ibentuk atxs Flfmkmpm:ﬁmgi mitra
Pemenntah Desa dan Lurah dalam menampung cdan mewujuckan aspisi seria
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

149



14. Karang Tanma adalah Lembaga Kemasyarakatan yang menpakan  wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang alas dasar kesadaran
dan rasa fanggung jawab sosial dari, deh dan wnluk masyarakal tfentama generas
muda di wilzyah desa%slurahan ataw komunitas adat saderajat dan terutama berperak
dibd usaha kesejahteraan sosial, secar fungsonal dibina dan
dd‘%&q kese yang fung dikembangian

15. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baic yang sengaja dibeniuk maupun

yang secarm wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam searab rrTri:li atau
dalam suafy masyarakat hukwm adat lerentu dengan wilayah hukum dan hak alas

hara kekayaan di dalam hulkum adal ierssbut, serfa berhak dan berwenang untuk
mengatur, mengunus dan menysesikan berbagal permasalahan kehidupan yang
berkailan dengan dan mengacu pada adal istizdat dan hukwm adat yang berak.

16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, slandar pelaksanaan, perencanaan,
penelfian, pengembangan, bimbingan, pendidkan dan pelatihan, konsultas, supenas,

maniionng, pengasasan  umum, dan  evaluas  pelaksanaan  penyelenggaran
pemerinahan desa.

BaRI
PEMBENTURAN

Famal 2
D4 desa dan di kelurahan dapat dbentuk Lembaga Kemasyarakatan.

2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibenhuk alas
prakarsa masyarakat danfatau alas prakarsa masyarakat yang diasiitasl Pemenntah
medaiul musyavwarah dan mufakat

4. Pembeniukan Lembaga Kemasyarakatan Desa s=bagaimana dimaksud pada ayat (1)
diletapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Pemtwan Caerah
KabupateniKota.

4. Pembeniukan Lembaga Kemasyarakalan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dit=tapkan dalam Peraturan Daerah KabupatenKota.

BAB W
TUGAS DAN FUNGSI

Famal 3

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebapaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

mempury@i  tugas membanty Pemerintah Desa dan merupakan mira  dalam
m:ﬂiﬂphnmqurlhdm

(2) Tugas Lembapga Kemasyarakatan Desa ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput:
a. mEmyusun rencana pembangunan secar parfsipatif;
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelhara dan mengembangian
pembangunan secar pariisipasi;
o. menggemkkan dan mengembangkan parSsipasi, gotong royong, dan seadaya
masyarakat; dan
d. menumibuhkembangkan kondsi dinamis masyarakat dalam rangka pembsndayaan
masyarakat.
Lembaga Kemasyaakatan Kelurahan sshagaimana dmaksud dalam Pasal 2 1
@ I'I'EITHJ’IE';'I fugas membantu Lwah dalam pelaksanaan  unsan mﬂﬁn?
pembangunan, socil kemasyarkatan, dan pemberdayaan masyarakat
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o. mempuryai kemavan, kemampuan dan kepedulian; dam
d. dipikh secara musyasarah dan mufaiat.
Pasal 20
1) Pengunss Lembaga Kemasyarakatan tendin dari :
a. Keasa;
b Sekretans;

. Bendahara; dan
d. Bidang-bidang sesuai kebutuban.

[2) Pengurus Lemibaga Kemasyamkatan sebagaimana dimaksud pada anyat (1) Sdak bolsh
merangkap jabatan pada Lembaps Kemasyarakatan lannya dan bukan meupakan

anggota salah sy parta palitik.
(3) Masa bhakli pengurus Lembaga Kemasyarakatan o desa selama 5 [irrur tabwun
terhitung sejak pengangkatan dan dapat diplin kembal wntuk periode beri kutnya.

(4) Masa bhaks pengunes Lembaga Kemasyamkatan di kelurahan selama 3 (Sga) tabun
terhitung sejak pengangkalan dan dapat dipslin kembak untuk periode berikutnya.

BAR V|
HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

1] Hubungan kerja Lembaga I{mlhm Desa dengan pemerintaban desa bersdat
kemitraan, konsultasf dan koordinasf

2] Hubungan kera Lemiaga Kemasyarakalan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan
lainmya di desa bersifat koordinatf dan konsulati.

3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pibak ketiga di desa bersifat
kemitraan.

Pasal 22

1] Hubungan kefa Lembaga Kemasyarakatan Eelurahan dengan ksuraban bersidal
konsuRatif dan koordina .

2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyamkatan Kelushan dengan  Lembaga
Kemasyarakatan lannya di Kelurahan bersifal koordinatif dan konsultatf.

5 Eﬁzunb::rnm; Kemasyarakalan Kelurahan dengan pibak ketiga di

BAB VIl
PEMBIMAAN
Pasal 23
1} Pemerintah dan Pemerntah Provinsi  wajib membina Lembaga
Hemasyarakatan. !
Z) Pemerintah Kabupaten®ola dan Camal wajib membina dan mengawasi
Lembaga Kemasyarakatan.
Pasal 24
Pembinasn Pemeriniah sebagairmana diraksud dalam Pasal 23 ayat | 1) i pos -
a. memberican pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
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Pasal 32
Peraturan Menterl inl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada langgal 5 Pebruan 2007

MENTERI DALAM NEGERI,
td.
H. MOH. MA’'RUF, SE
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